ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Right To
Be Forgotten Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik™ ini ditulis oleh Karunia Fitri Rahmadani, NIM.
12103193040, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan llmu
Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Pembimbing Dr.
H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang peneliti
temukan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pengaturan hak
untuk dilupakan dalam UU ITE tersebut masih belum memadai hingga dapat
menjadi batu sandungan tersendiri dalam implementasinya nanti. Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan hak untuk
dilupakan dalam UU ITE.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep
pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; 2) Bagaimana potensi
ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dengan
pengaturan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia?; 3)
Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan hak untuk dilupakan
(right to be forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami konsep
pengaturan hak untuk dilupakan sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dan
hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 2) Untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan
dan hubungan antara konsep pengaturan hak untuk dilupakan dengan pengaturan
hak lain khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia,
sehingga dapat dirumuskan batasan dan cakupan ruang lingkupnya secara jelas; 3)
Untuk memahami konsep pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten)
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika
ditinjau dari sudut pandang figh siyasah dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah arsip atau studi
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pustaka. Sedangkan, metode analisis data dilakukan dengan menganalisa data
menggunakan metode deskriptif dan analitis, penafsiran dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dari analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah sebagai berikut: 1) Konsep pengaturan hak untuk dilupakan
dalam UU ITE masih memiliki banyak problematika antara lain, terdapat pasal-
pasal multitafsir yang menyebabkan kekaburan norma, tidak terdapat sinkronisasi
pada pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya,
serta belum spesifiknya peraturan pelaksana yang dibuat; 2) Konsep pengaturan hak
untuk dilupakan masih mengalami tumpang tindih dengan pengaturan terkait hak
publik atas informasi dan kebebasan berekspresi; 3) Pembentukan peraturan terkait
hak untuk dilupakan memiliki konseptual yang sama dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan dalam perspektif figh siyasah dusturiyah.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Juridical Analysis of the Right to be forgotten in Law
Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008
concerning Electronic Information and Transactions" was written by Karunia
Fitri Rahmadani, NIM. 12103193040, Constitutional Law Study Program
(HTN), Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, 2022, Supervisor Dr. H. M. Darin Arif Mu‘allifin, S.H.,
M.Hum.

Keywords: Right to be forgotten, ITE Law, Siyasah Dusturiyah.

This research is motivated by the problems that researchers find in the
regulation of the right to be forgotten in Law Number 19 of 2016 concerning
Electronic Information and Transactions, where the regulation of the right to be
forgotten in the ITE Law is still inadequate so that it can become a stumbling block
in its implementation later. Therefore, researchers are interested in studying and
analyzing how the right to be forgotten is regulated in the ITE Law.

The formulation of the problems in this study is: 1) How is the concept of
regulating the right to be forgotten in Law Number 19 of 2016 concerning
Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic
Transactions?; 2) What are the potential tensions related to the regulation of the
right to be forgotten with the regulation of the right to information and freedom of
expression in Indonesia?; 3) What is the review of siyasah dusturiyah on the right
to be forgotten arrangements in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments
to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions?

The objectives of this study are: 1) To understand the concept of regulating
the right to be forgotten as part of personal data protection and human rights in Law
Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008
concerning Information and Electronic Transactions; 2) To identify and elaborate
on the problems and relationships between the concept of regulating the right to be
forgotten and the regulation of other rights, especially the right to information and
freedom of expression in Indonesia, so that the boundaries and scope of its scope
can be formulated clearly; 3) To understand the concept of regulating the right to
be forgotten in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number
11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions when viewed from
the point of view of figh siyasah dusturiyah.

The method used in this research is a normative legal research method with
the main data sources from laws and regulations. The data collection method used
IS to study archives or literature studies. Meanwhile, the data analysis method is
carried out by analyzing data using descriptive and analytical methods,
interpretation and drawing conclusions.

The results of the research from the juridical analysis of the regulation of the
right to be forgotten in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information
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and Transactions are as follows: 1) The concept of regulating the right to be
forgotten in the ITE Law still has many problems, including, there are multi-
interpretation articles that cause obscurity of norms, there is no synchronization in
the regulation of the right to be forgotten in the ITE Law and its implementing
regulations, and the non-specificity of the implementing regulations made; 2) The
concept of regulating the right to be forgotten still overlaps with the regulation
related to the public's right to information and freedom of expression; 3) The
formation of regulations related to the right to be forgotten has the same
conceptuality as the formation of legislation in the perspective of figh siyasah
dusturiyah.
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